ABSTRAK

Penguasaan Lidah Tanah Oleh Masyarakat Di Pulau Mandangin Menurut
Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun
1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan
Hak Pengelolaan, dilatarbelakangi tentang penguasaan lidah tanah dipulau
mandangin dan penguasaan lidah tanah ini masyarakat hanya diberikan hak pakai.
Isu hukumnya adalah terkait dengan prosedur penguasaan dan penggunaan lidah
tanah oleh masyarakat di Pulau Mandangin berdasarkan PERMEN Nomor 9
Tahun 1999 serta tindakan Kepala Desa pulau mandangin dalam mengeluarkan
surat keterangan hak pakai penguasaan lidah tanah untuk masyarakat setempat.

Metode penelitiannya menggunakan jenis penelitian hukum empiris
dengan pendekatan fakta dan teknik pengumpulan data wawancara yang
kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Prosedur penguasaan hak pakai terhadap lidah tanah yang dikuasai oleh
masyarakat Pulau Mandangin tidak sesuai dengan Permen Agraria Nomor 9
Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah
Negara dan Hak Pengelolaan. Tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Pulau
Mandangin atas Pemberian ijin pengelolaan hak pakai lidah tanah dapat
dikatagorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, karena Kepala Desa tidak
memiliki kewenangan untuk memberikan dan mengeluarkan ijin penguasaan hak
pakai atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Pihak yang berwenang
mengeluarkan ijin hak pakai penguasaan tanah yang dikuasai langsung oleh
Negara ialah Badan Pertanahan Nasional setempat pada Pasal 55 Permen Agraria
Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas
Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
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